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Dalam hal penegakan hukum di wilayah kesatuan Indonesia adalah merupakan
hal penting yang sangat menjadi perhatian bagi masyarakat maupun negara sebagau
perwujudan bangsa yang berintegritas dalam penerapan hukum, dimana hukum yang
berlaku di Negara Indonesia merupakan sebagai senjata utama untuk melawan segala
tindak kejahatan yang ada ditengah tatanan masyarakat, hal ini dapat kita lihat semakin
hari semakin berkembangnya tindak kejahatan yang menyebabkan kurangnya keamanan
dan ketentraman masyarakat oleh karena itu untuk dapat mengurangi tingkat kejahatan
sehingga diharapkan sekali peranan masyarakat untuk dapat menciptkann keadaan yang
kondusif, selain peranan masyarakan aparat penegak hukum juga dituntut dapat
menyelesaikan segala permasalahan hukum yang terjadi sehingga dalam hal kepastian
hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Pada kasus tindak pidana narkotika yang
menjerat seorang laki laki adalah kasus terpidana Muhammad Ilham bin Alm Sadri di
kabupaten Hulu Sungai Selatan, kasus tersebut sangat menyayat hati yang dimana
terpidana pada saat diamankan sedang/atau baru selesai menggunakan narkotika Bersama
teman yang mengajaknya akan tetapi teman terpidana melarikan diri pada saat aparat
kepolisian mengamankan pelaku, aparat kepolisian tidak ada melakukan pengejaran
terhadap teman terpidana , padahal jumlah personil kepolisian saat itu memadaai untuk
melakukan pengejaran, terdapat kejanggalan terhadap tindakan aparat kepolisian dalam
menangani perkara narkotika ini. Berdasarkan putusan tingkat pertama yang sudah
berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Kandangan Nomor
136/Pid.Sus/2023/PN Kgn, berdasarkan Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [lham mendapatkan pemidanaan penjara 4 tahun
dan denda Rp. 800.000.000- dan apabila tidak mampu membayar maka diganti dengan
pidana penjara 3 bulan. Hakim juga dinilai memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak
pidana narkotika yang dilakukan oleh terpidana tidak mempertimbangkan hal-hal yang
meringankan serta tidak mempertimbangkan kronologis/ fakta-fakta yang dikemukakan
dalam persidangan, hakim cenderung memutuskan suatu perkara hanya berlandaskan pada
dakwaan yang diberikan oleh jaksa, terlihat bahwa kasus telah memenuhi alasan yang
dapat dijatuhi hukuman dengan penjatuhan hukuman tertentu, namun tidak terdapat
adanya keringanan di dalam hukuman yang dijatuhkan hakim kepada Ilham yang
melakukan tindak pidana narkotika. Justru sebaliknya hakim memutuskan bahwa Ilham
bukan pengguna narkotika padahal dalam alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum
jelas ilham positif menggunakan narkotika jenis sabu, dan teman yang melarikan diri tidak
ada tindak lanjut seandainya bisa dihadirkan dalam persidangan maka kasus akan lebih
terang, Disarankan kepada hakim agar dapat menjatuhi hukuman kepada seseorang yang
melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan fakta sehingga penerapan pasal dalam
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menjatuhkan pidana tidaklah keliru yang dimana seharusnya terpidana dikenakan pasal
127 ayat 1 huruf a undang-undang narkotika serta sesuai dengan keadilan & kemanfaatan
mengingat perbuatan yang dilakukan terpidana yaitu Ilham yang juga sebagai korban
akibat adanya peredaran narkotika, diharapkan juga agar hakim lebih mempertimbangkan
hal-hal yang meringankan pada saat menjatuhi hukuman.

Penelitian merupakan penelitian hokum normatif atau doctrinal dengan tipe
penelitian adalah doctrinal menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang
mengatur kategori hukum tertentu, sifat penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maka
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan
konseptual, untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder.

Menimbang bahwa selanjutnya para Majelis Hakim akan mempertimbangkan
pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Terpidana melalui Penasihat Hukumnya, yang pada
pokoknya Terdakwa mohon membebaskan terdakwa dari dakwaan, menyatakan terdakwa
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
pasal 112 ayat 1 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena
pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang
didakwakan,. Kemudian bahwa pun apabila hasil assessment terhadap terdakwa
menghasilkan kesimpulan bahwa kadar ketergantungan Narkotika terdakwa belum
mencapai level atau tingkat sebagai pecandu sehingga tidak diperlukan upaya rehabilitasi,
dan terdakwa belum pernah dihikum ditambah lagi bahwa yang mengajak membeli dan
menggunakan narkotika jenis sabu adalah teman terdakwa yaitu Igbal dan uang sebesar
Rp. 350.000 itu adalah milik teman terdakwa yang telah diuraikan sebelumnya, ditambah
dengan hasil tes urine terdakwa yang dinyatakan positif berdasarkan surat Badan
Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor :
R/013/111/Ka/RH.00.00/2023/BNNK tanggal 4 maret 2023 yang hasilnya ditemukan
adanya kandungan zat narkotika Amphetamin dan Metamphitamine (MET) dan
berdasarkan fakta dipersidangan berat bersih narkotika tersebut 0,06 gram berat kotor 0,24
gram, Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh
aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang
pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap
merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkotika, tapi dalam kenyataan justru
semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran
perdagangan narkotika tersebut.Menurut pendapat penulis fakta persidangan seharusnya
bisa dijadikan dasar peringan pidana atau bahkan dijatuhi dengan pasal pemakai, hal ini
diatur diatur secara khusus Pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi
pidana sesuai dengan kadar kesalahannya yang bisa dijadikan pedoman hakim dalam
memutus perkara untuk memberikan keringanan kepada terdakwa. Hal-hal yang
meringankan juga harus diperhatikan hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya
memberatkan saja, karena didalam hukum pidana dalam tujuan pemidanaan tidak hanya
"pembalasan" akan tetapi juga ada rehabilitasi mengingat terpidana adalah korban dari
penyalahgunaan narkotika. Meskipun terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan narkotika menyimpan
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dan menggunakan untuk dirinya sendiri. Hakim mempunyai kewenangan penuh dalam
memutus perkara dalam perkara diatas seharusnya diputuskan bahwa terdakwa tidak
terbukti seperti yang didakwakan pada pasal 112 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun
2009 tentang narkotika, atau memutuskan dibawah pidana minimal pasal tersebut.

Berdasarkan kronologis pada Putusan nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn, majelis
hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan.
Dalam perkara Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn menurut penulis makin lebih
mengedepankan pembalasan (teori absolut) atau akibat dari tindak pidana yang dilakukan
terdakwa, daripada rasa keadilan yang seharusnya ditempatkan kepada terdakwa, yaitu
mengedepankan teori relatif yang mempertimbangkan apakah pidana tersebut penting dan
bermanfaat bagi masyarakat atau hanya pelaku yang melakukannya. Teori relatif atau nisbi
juga menghadirkan perspektif yang lebih luas dalam penentuan hukuman. Teori ini
mengatakan bahwa tidak setiap pelanggaran hukum harus dijawab dengan pidana,
melainkan bahwa pemberian hukuman harus mempertimbangkan apakah itu memang
diperlukan untuk kepentingan masyarakat atau hanya sebagai balasan terhadap pelaku.
Dalam pandangan ini, tujuan pidana tidak hanya untuk membalas tindakan yang salah,
tetapi juga untuk mencegah kejahatan di masa depan dan untuk memastikan keadilan yang
lebih menyeluruh dalam sistem hukum. Teori relatif menggarisbawahi terhadap apakah itu
memiliki kebermanfaatan dalam penjatuhan hukumannya atau hanya sebagai balasan
karena pelaku telah melakukan kesalahan.Terdakwa dalam menjalani proses persidangan
mulai dari tahap penyidikan sampai dengan vonis terdakwa berada dalam tahanan hal ini
merupakan penderitaan bagi terdakwa, seharusnya hakim memutuskan terdakwa untuk
direhabilitasi untuk penyembuhan dari ketergantungan narkotika karena mau
bagaimanapun terdakwa tetaplah seorang korban. Hal ini dilakukan agar hukuman tersebut
bermanfaat untuk terdakwa sesuai dengan Pasal 127 ayat 3 UU Narkotika yang berbunyi
"Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau
terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib
menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Dan tentunya harus dilakuan
assessment terhadap terdakwa karena pidana penjara tidak menjamin terdakwa merasa jera
(efek jera terhadap terdakwa) sedangkan rehabilitasi setidaknya dapat membantu terdakwa
lepas dari ketergantungan narkotika. Sebagaimana tentang konsep Pemasyrakatan yang
dilakukan oleh Bahrudin Suryobroto, dijelaskan bahwa Pemasyarakatan bukan hanya
tujuan pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali
kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan antara individu terpidana dan masyarakat
(Re-integrasi sosial). Oleh karena itu Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn tidak sesuai
dengan asas keadilan dan asas kemanfaatan.
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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kasus terpidana Muhammad Ilham, seorang laki-laki yang terjerat dalam
tindak pidana narkotika. Penjatuhan hukuman penjara selama 4 tahun dinilai tidak
mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang dimana terdakwa dijatuhi pidana
hanya sebagai pemenuhan tuntutan penuntut umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengeksplorasi apakah fakta-fakta dan hal yang meringankan dapat menjadi dasar peringan
pidana dan menilai kesesuaian putusan dengan asas keadilan dan kemanfaatan. Metode penelitian
yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, berfokus pada analisis norma-norma hukum
yang berlaku serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun Muhammad Ilham terbukti bersalah, fakta bahwa narkotika
bukan dibeli oleh DPO secharusnya dipertimbangkan sebagai faktor meringankan dalam
penjatuhan hukuman. Penulis merekomendasikan agar tidak hanya menghukum tetapi juga
memberikan rehabilitasi bagi terdakwa yang merupakan korban penyalahgunaan
narkotika.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan
hukum pidana di Indonesia serta mendorong penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam
penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci (keyword) : Hukum Pidana, Tindak Pidana Narkotika, Keadilan Sosial
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